
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Ur-rdar-rg
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2OO9 tenlang Pajak
Daerah dan blik Retribusi Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang
Retribusi Daerah Kota Pekanbaru yang sesuai dengan
rnaksud Undang-Undang tersebut;

ilMe r-rimbar-rg

Mengingat

l.r bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan
otonorni daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab,
perlu meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah
yang berasal dari relribusi pelayanan pasar dalam Kota
Pekanbaru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huru[ a dan hurul b diatas, perlu ditetapkan
Peraturan Daerah I{ota Pekanbaru tentang Retribusi
Pelayanan Pasar;

Undang-Undar-rg Republik lndonesia Nomor B Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaratr
Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor l9);

Undang-Un<lang Republik Indonesia Nortor 8 Tahut-t I98 1

telltang Llukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik
lrrdonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahatl Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Un<lang-Unclang Re publik Indoncsia Nomor 17 Tahun
2003 t.cntang Keuangan Negara (Lembaran negara
l?epublik Inclonesia Tahun 20O3 Nomor 47,'T'ambaltan
Lcrnbaran Nefiara Republik Inclonesia Nomor 428tr);

Unclang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
20O4 tentang Pernerintahan Daerah ( Letnbaratr Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, T:rmbahan
I.embaran Negara Nomor 44371, sebagaimana telah
diubah dengan Ur-rdang-Undang Nomor l2 Tahun 2008
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tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32
Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Neraga Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444\;

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun
2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pnsat dan Peme rintahan Daerah (Le rnbaran Negara
Republik Indonesia 'lahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang Undang Re publik Indonesia Nomor 28 Tahun
2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nornor
13O, Tambahar-r Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5O49);

U r-rciarrg- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2O I 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
'lahun 1983 tcntang Pelaksanaan Undang-Undang
Hukum Acara Pidar-ra (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 I
Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Re purblik Indonesia Tahun 2007 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 174 1);

1 1 Peraturan peme rintah Nomor 69 Taliun 2O 1O tentang Tata
cara pemerian dan pemanfaatan Insentif pemungutan
pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lernbaran Negara
Republik lndonesia 'lahun 2O 1O Nomor 1 19, Tambahan
Lcm}:aran Negara Republik Indonesia 5161);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
'lentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah clengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l3 Tahun 2006;

1 3. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Republik
Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Indoncsia
Dinas di

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nontor 53 Tahun 2O 1 1 tentang Produk Llukr-rm f)aerah;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1l lPMK-O7 l2OlO
tentang Tatacara pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran
Ketentuan dibidang I'ajak Daerah dan Retribusi Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000
tentang Penyidik Pegarvai Negeri Sipil Dilingkungan
Pemerintahan Kota Pekanbaru;

17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor B Tahun 2008
tentang pembentukar-r Susunan Orgnisasi,I(edudukan dan
Tugas Pokok Dinas Dinas Di Lilrgkungan Pemerinta Kota
Pekanbaru;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Me etapkan PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Dae rah ini yang climaksu<l dengan

Daerah adalah Kota Pekanbaru;

Pemerintah Kota adalah Pemerirrtah Kota pekanbaru;

Walikota adalah walikota Pekanbaru;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Pemerintahan Rakyat
Daerah Kota Pekanbaru,
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Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kota Pekanbaru;

Kepala Dinas Pasar adalah Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru;

Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat atau yang pegawai yang diberi tugas
tertentu dibidang Retribusi Daerah sesui dengan peratltran perundang-
undangan yang berlaku;

Pasar adalah lahan yang diberi batas tertentu yang terdiri dari
halaman/ Pelataran,bangunan berbentuk toko, kios, los dan lapak serta
bentuk lainnya yang khusus disediakan untuk berusaha atau berdagang;

Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola baik secara
mandiri oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,Pihak swasta maupun Badan
Usaha Milik Daerah /Perusarhaan Daerah atau Dalam bentuk kerja sama
antara Pe merintah Daerah dengan pihak swasta, berupa tempat usaha
dalam bentuk toko,kios,los dan tenda yang dimiliki/disewa oleh pedagang
kecil atau menengah,kelompok masyarakat atau koperasi,dengan Proses
transaksi usaha dilakukan melalui proses tawar menawar;

Pasar Pemerintah adalah Pasar yang didirikan dan dibangun serta dikelola
Pemerintah Kota;

Pasar yang dikelola pihak Ketiga adalah pasar yang didirikan dan
dibangun olel-r pihak swasta diatas tanah pemerintah Kota,berdasarkan
Perjanjian kerja sama yang dibuat antara pemerintah Kota dengan Pihak
ketiga,dengan ketentuan setiap Lahun Pemerintah Kota memperoleh
Rovalti dan jika batas waktu dalam perjanjian kerjasarna tersebut berakhir
maka pengelola pasar dimaksud kembali kepada Pemerintah Kota;

Pasar Swasta adalah pasar yang didirikan,disediakan dan dikelola oleh
swasta diatas tanah sendiri yang telah mendapat izin dan dibawa
pengawasan ,pembinaan Pemerintah Kota Pe kanbaru;

Pelayanan Pasar adalah Fasilitas pasar yang berupa pelantaran los yang
dikelola oleh Pemerintah Daerah dar-r khusus dise diakan untuk pedagang;

Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang beralas
permanen bentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding
pembatas ruangan sebagai tempat berjualan;

Kios adalah bangunan tempat berjualan yang beratap dan dipisahkan satu
sama lainnya dengan dinding pemisah rnulai dari lantai sampai dengan
langit langit yang dipergunakan unluk berjualan;

Kaki lima/ Lapak adalah tempat atau ruang terbuka di kawasan
lingkungan pasar diluar toko,kios dan los yang dipergunakan untuk
berusaha atau berdagang;

I{awasan pasar adalah lahan diluar pasar dengan batas batas tertentlr
yang mene rima/ mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu,

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari pemerintahan Daerah;
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Surat setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalal'r bukti pembayarau atau
penyetoran Re trebusi yang telah dilakukatr dengan metrggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan czrra lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;

Surat I{etetapan Retribusi Daerah (SI(RD) adalal-r surat ketetapan retribusi
yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang tcrutang,
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi, karena.jumlah kredit retribusi lebil'r besar
daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjut nya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi ad ministrative
berupa bunga dan /atau dencla;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksana kan secara objektif dan
professional berdasarkan suatu standar pemerikasaan untuk menguji
kepatuhar-r pemerruhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah
clan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan Perundang undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Penyidik Tindakan Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan
Lersangkanya;

BAB II
NAMA,OBJEK,SUBJEK PELAYANAN PASAR

Pasal 2

ap pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola Pemerintah Kota,
ngr-Lt Retrilrusi dengan nama Rctribusi Pelayanan Pasar

Pasal 3

Objek Retribusi adalah penyediaan lasilitas pasar tradisional/ sederhana,
berupa pelataran, Ios, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus
clisediakan untuk pedagang.

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan
pihak swasta.

Pasal 4

ek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/
ikmati pelayar-ran lasilitas pasar tradisional/ sederhana yang dikelola oleh
erintah Daerah.



BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Rc busi Pelayanan pasar digolongkar-r sebagai Retribusi .Ja Umum

BAB IV
CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUN

JASA RETRIBUSI

Pasal 6

mengukur tingkat penggunaan jzrsa Retribusi adal:rh
as tempat kegiatan berusaha atau berdagang.
nis untuk bangunan yang di gunakan sebagai tempat berusaha atau

C

a.

b .J

C

rdaga 11g

uatu waktu atau masa berlaku yang di gunakan seba
tau berdagang.

tempat berusaha

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran Tarif Retribusr
didasarkan Pada konvensasi yang layak sebagai pengganti biaya
penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan lasilitas pasar dengan
mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bif,ya yang berkaitan
langsung dengan penyediaan jasa dan administrasi umum, meliputi biaya
operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya mod

gai

(1)

t2)

(3)

al

nDalarn hal penetapan tarif sepenuhnya rnemperl'ratika biaya penyeciiaan
jasa, penetapan tarif hanya untuk menutr-lp sebagian biaya.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN

TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi pasar yang di nyatakan dalam rr-rpial-r (Rp) Per
per bulan dan jcnis objek retribusi per hari di tetapkan

(l) gncter Per segi (M2)
siebagai berikut:
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4

Retribusi tempat parkir kendaraan diatur
tersendiri.

Retribusi Kamar Mandi/Water Closed (WC)
(seribu rupih) sekali pakai.

SA'I'UAN TARII,'

RtrTRIBUSI PASAR

3

Rp.9.000,-M2l bulan

Rp. 1.750,-/hari

Rp.1.250,-/hari

Rp. 1.OO0,-/ hari

Rp.6.000,-/ M2lbulan

Rp. 1.250,-/hari

Rp. 1.000,-/hari

Rp.750,-/hari

00,-/bulan
- /hari
- / hari
O,- / hari

dengan Peraturan Daerah

ditetap n sebesar 1.OO0,-

pernakaian Iistrik

makain air bersih

mellempali tempat
an dikenakan Tarif

ETRIBUSI
EBERSIHAN

4

.JENIS oBJtrK
RE'I'RIBUSI

)

titt
I?

IilltsU tAN
RIt]USI

4

(3)

(4) Setiap Pemar-rfaatan instalasi listrik dike nakan biay
sesuai ketentuan yang berlaku.

(s) Setiap Pemarr laatan sarana air dikenakan biaya p
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Bali pedagang yang terkena akibat sesuatu hai harus
pc IIA INpungan sementara (TPS), pedagang yang bersangku
I{c ibusi:

SATUAN TARI

No
JBNIS OBJEK

RETRIBUSI RtrTRIBUSI PASAR

(:21

(l)

Kios

Los

Lapak

Kaki Lima

Kios

Los

Lapak

Kaki Lima

l

I

2

3

4

')

Pasal 1O

Pengelolaan lasilitas penunjang darr fasilitas lainnya y ng beracla clidalarn

pasar dan kawasan pasar dapat dikcrjasamakan denga pihak I{etiga

(21 Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diat

Rp.22.i

Rp.75u

Rp.75O

Rp. 1.O

Rp.2

Rp7

Rp.7

Rp.1

.500,-/bulan
0,-/ hari

O,- lhari
OO, - / hari

Kerjasama alrtara kepala SKPD dellgar-r Pihak Ketiga.
r clalam perjanjian
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Pen

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(1)

(21

(3)

(4)

(s)

Pasal 11

fibusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota

lyediaan fasilitas pasar yang diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT

RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal

Saat Retribusi terutang adalah Pada saat ditertipkann
Rctribusi Dacr':rh (SKRD) atau clokumcn lain yang dipe

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Sural
Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan

Dokumen lain yang dipcrsamakan dapat berupa karci
langga nan.

SKRD atau clokurnen lain lrang dipersamakan harus di
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Petugas Pemungut harus memakai tanda pengenal da
Walikota Pekanbaru atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang harus dibayar lunas.

Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pe

Retribusi Lerr.rlang di lunasi selambat lambatnya 15 (lir
diterbitkannya Surat Kelelapan Retribusi Daerah (SK
la in yang di persamakarr.

Pembayaran Retribusi seba gai mana yang di maksud
ayat (2) diterbitkan tancla Bukti Pembavaran Retribusi

Tata cara Pembayaran, Penye toran, 'le.npat Pembayara
atur dengan Peraturan Walikota Pekanbaru.

ekanbaru te mpat

8

a Surat Ketetapan
samakan

tetapan Retribusi

kupon, dan kartu

rpora si oleh Dinas

Surat Tugas dari

ayaran yang sah

a be las hari) sejak
D) atau dokumcn

pada ayat (1) dan
sar ('I'BPRP).

Retribusi Pasar di

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN



(1)

(2)

(1)

(2J

(3)

(4)

(s)

(6)

(1)

(21

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

Retribusi terl.ltang di pur-rgut bedasark:rn Surat
Daerah (SI{RD) atau dokumen lain yar-rg di persarnakan

Penagihan Retribusi melalui tim cli laksanakan berd
Walikota Pekanbaru atau Pejabat lain yang di tunjuk.

BAB XII
KEBERATAN

Pasal I-6

Subjek Retribusi dapat mengajukan keberatan kep
Pejabat lain yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retri
Ketua dokumen lain yang dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai
jelas.
Dalam Subjek Retribusi mengajukar-r keberatan atas
Subjek Retribusi harus dapat membuktikan keti
ketetapan Retribusi tersebut.

Kebenaran harus diajukan dalam jangka waktu paling
sejak tanggal surat keteLapan Retribusi Daerah (SKRD)
yang dipersarnakan kccuali apa bila subjek Re tribusi
bahwa jangka waktu itu ticlak dapat clipenuhi kare
kekuasaannya.
Keberatan yang tidak memenuhi Pe rsyaratan sebagaim
ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat
tidak dapat dipertimbangkan.

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban mem
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

Walikota Pekar-rbaru atau Pejabat yang ditunjuk dalam
lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Kebera
memberikan Keputusan atas Keberatan yang diajukan.

Walikota Pekanbaru atau pejabat yang ditunjuk atas
berupa menerima seluruhnya atau sebagian,menol
besarnya ReLribusi yang te rutang.

Dalam jangka waktu sebagaimana climaksucl pada a(3)
keberatan, yang di ajukan tersebut dianggap dikabul

at ( 1) lelah lewat,

etete,rpan Retribusi

sarkan Iieputusan

c1a Walikota atau
usi Daerah (SKRD)

asan alasan yang

etetapan Retribusi,
k ketidakbenaran

lama 1 (satu) bulan
atau dokumen lain
apat menunjukan
n keaclaan diluar

na dimaksud pada
eberatan, sehingga

avar Retribusi dan

angka u,aktu piling
n ditcrima harus

Keberatan dapat
,atau menambah



BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

I)alam hal Wajib Retribusi tertentu tidak memba.var t
atau kurang membayar, dikenakan sanksi admitristra
(dua persen) setiap bulan dari Retribr-rsi yang terut
kurang bayar dan clitagih dengan menggunakan Su
Daerah (STRD).

(2) Sebelum dilakukan tindak pidana, terlebih dahulu
Preventif berupa sanksi administrasi.

(3) Tindakan Preventif sebagaimana dimaksud pada a

Supa-ya Wajib Retribusi clapat memenuhi Kewajiba
ketentuan peraturan Perundartg unclatrgan yang berla

(4) Apabila I (satu) bularr setclah dikeluarkan Surat Tagih

)

(STRD) dan sudah diterima oleh wajib retribusi atau

] retribusi tetap tidak membayar kekurangan retribusi
hak pemakain kios dicabut olel-r kepala SKPD.

(5) ] Pencabutan hak penggunaan kios sebagaimana dim
tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk
dan dendanya.

(> Apabila wajib Retribusi yang sudah dicabut hak
dimaksud pada ayat (3) tetap berada dan tetap menem
bukan hak nya maka kepala SKPD wajib rneminda
pcrlengkapannya secara paksa keluar dari kios.

Iiepala SKI']D tidak bertanggung ja'"vab terhacl
pcrlengkapa nnyer yattg suclah dipindahkarl.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

Walikota Pekanbaru atau pejabat yang ditunjuk
pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(71

(1)

Q) I) LI il II a I)e l

lri:lll II1 (' rn PC t' :l

ItS il II S t' ilo n i-t-

?l a 1v
S

r a 11 C t) I i<

21 S il il I t L]

il 1t k tlnl it In I)

ll e I-I I ga ll i:l II rl 2I 11 be lr 2lK ga

ci Lr C l< rl l-

S tLI zl rlaln li () lt tL] rlilt I rl zl alrl v g p tl

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan

ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pekanbaru'

pat pada waktunya,
if berupa denda 2o/o

ng yang tidak alau
t 'lagihan Retribusi

ilakukan tindakan

at (2) adalah agar
nya sesuai dengan

rr Re t ribu si [)aerah
g mewakili, wajib

n der-rdanya, maka

sud pada ayat (3)

cmbayar rc tribttsi

nya sebagaimana
ti kios yang sudah
an dagangan dan

dagangan dan

apat memberikan

I a climaksud pada
wajib Retribusi,

tribusi dint ur clan



BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

RETRIBUSI

Pasal 2O

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi
rnelampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sej
Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi rnelaku
dibidang Retribusi.

(2t Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dima
tertanguh jika :

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

(3)

b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retrib
maupun ticlak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dim
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tangga
Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaim
avat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi clengan kesada
masih rnempunyai utang Retribusi clan belum m
[)etnerin tah Daera]r

(5) Pengakuan utang Retribusi secara ticlak langsung seb
pada ayal (2) huruf b clapat diketal'rui dari peng
angsuran atau penundaan pembayaran dan permoho
Wajib Retribusi

BAB XVI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 2 I

(l) Piutang Retribusi yang tidak nrungkin ditagih lagi
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihap

\2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piut
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudal-r
dengan Peraturan Kepala Daerah.

daluwarsa setelah
saat terutangnya

n tindak pidana

sud pada ayat (1)

S baik langsung

ksucl pada ayaL 12)

diterimanya Surat

a dimaksud pada
annya me n-yatakan
lunasinya kepada

gaimana dimaksud
uan permohonan
an keberatan oleh

arena hak untuk
ska n

ng Retribusi yang

edaluwarsa diatur

)



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(21

(3)

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Wajib Retribusi yang lidak melaksanakan kerrvaj
merugikan keuangan Dae rah diancam pidana kurut-t
(tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) k
terutang yar-rg tidak atau kurang bayar.

Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ay
mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membay

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) ad

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk
Pekanbaru.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 24

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pe

beri wewenang kl'rusus scbagai Peyiclik untuk melaku
Pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dima
Undang Hukum Acara Pidana.

Peyidik sebagaimana yar-rg dimaksud pada ayat (l) ad
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daera
pejabat yang berwenang sesuai dangan ketentuan p
undangan.

Wewenang Peyidik sebagaimana yang dimaksucl pada a
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneli

laporan berkenaan dengan tindak piclana dibidan
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keteranga
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuata
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribu

Merninta keterangan darr bahan bukti clari orang
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribu

d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berke
di bidang Retribusi Daerah.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatk
pembukuan, pencatatan dan dokumert lain, serta m
terhadap bahan bukti tersebut.

f. Men-rinta bantuan tenaga ahli dalam rangka
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseor
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan seda
rnemeriksa identitas orang, be uda, dan/atau clokum

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tinda
Daerah.

Ir

al

bannya, sehingga
an paling lama 3
jumlah retribusi

t ( 1) adalah tidak
Retribusinya.

lah pelanggaran.

kas Daerah Kota

erintah Daerah di
per-ryidik Tindak

sud dlam Undang

h
e

v
h Pejabal Pegawai
ang diangkat oleh
turan perundang

at (1) adalah :

keterangan atau
Retribusi Daerah

lengkap dan jelas

mengenal orang
yang di lakukan

i Daerah

rib:rdi atau badan
i Daerah

aan tindak piclana

n bal-ran bukti
lakukan penyitaan

laksanaan tugas

ng meninggalkan
g berlangsung dan
n yang dibau,a.

pidana Retribusi



r. Memanggil orang un I
tersangka ,rr, 

"ak"i 

t'k dide,gar keterangann.ya,

j. Menghentikan peyidikan; darr atau
k. Mela ku ka n tidakan Ipia""" ai-uraJiiH#il JT:"ff;, :"XJji :.:;f;perundang_undangan.

(4)

(1)

(2)

Diu
pad

PIt.

Pe dik Se bal ga n.lan :l n1 hSLI r1
v d a cl :i i) ltrd m al r 1.)vil peII Icl ka t1 dan ITI C n :ttll pa k iln al S p

tl v IrPe Ltr-t tu t Umum 1I C al ut f)C n
n

v k pd L:j b pa :l tI lt cl o 1) C S u it1 cl c I'l :l rl u t ii n t L1 :l r) viul t I] r
L)

k rl clIJ uk u n.] CAri:l Pl a t.l :td

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Hal -hal
menge nai
Walikota.

-yang
l cl<nis

pasal 25
belum diatur dalam peraturan Daepelaksanaannya diatur lebih lanjui

DenBan bcrla kuka n nya pcraIu
Pekanbaru Nornur OB tahu n
dicabut dan dinyatakan tidak

ran Daerah ini maka per
2006 tentang Retribu

berlaku

Pasal 26
[)cr turan Daerah ini mulai berlaku pacla ta.-rggal cliurrdanga

supa-ya seLtap orang clapat mer-rge t trh uirl,ya,mernerintalr
Per l uran Daeral-r ini dengalt pen etr.l pat.tnnya dalam Lemb
Pek bzrru

Ditetapkan di
Pacla tanggal

7
WALIKOTA PE

IRDA
dangkan di kan rLi
tanggal 7 J.J ^ 201)

TA PEKANBARU,EKRETARIS A RAH KO

Drs.H.YU AKUB MPd
Pembina tama Madya

NrP. 195304 3 t974o2 I OOt

LEM DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR ob

an diperiksa sebagai

aran peyidik tindak
etentuan peraturan

(l

S

mem beritahuka n
yidikannya kepada

Negara Republik
rn Undang Undar.rgat

ah ir-r i,
dcngan

separuallg
I)eraturart

turan Daerah Kota
Peiayanan pasar

n I)engundangan
ran Daerah kota

kanbaru
Z lrn(

BARU,

012

s

lil, ses

ayat (



il

PEN.IE],ASAN

ATAS

PtrRATURAN DAtrRNH I{OTA PtrKANBAR
NoMoR f, raHuru zotz

TtrNTANG

PEITUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8

TtrN'1'ANG RtrTRIBUSI PDLAYANAN PAS

MUM

Dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan ot
rasi, dinamis dar-r bertanggung jawab rnaka pendapa

ersumber dari Retribusi Daerah harus dipungut dan d
erdaya guna dan berhasil guna.

Disamping itu dengan semakin meningkatkan kegi
Ias truktur oletr Pemerintah Kota sebagai penyedra

epentingan umum yang cliarahkan menunjang perl
aerah, perlu penerimaan yang optirnal clari sektor pas

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah s

aerah Scsuai dengan Potensi yang ada diharapkan
umbangan yang cukup berarti bagi pendapatan Asli
kanbaru untuk merabiayai Pemerintal-r dan Pemban
enggerakan Roda pemcrintah ,Pembangunan dan p
asyarakat . Ur-rtuk itu pengelola Retribusi Pelayanan
baik-baiknya sehingga pedagang pasar sebagai Subj

Selanjutnya sebagai Acuan dan pedoman pungLltan
asar dipandang perlu rnengatllr dalam Peraturan Daer
ntang Retribusi Pelayanan Pasar

ENJtrLASAN PASAL DEMI PASAL

as:rl 1

asal2

asal 3

asal 4

asal 5

Ayal (1) s.d ayat (2)

asal 6

:Cukup jelas

:CUkup jelas

:Cukup jelas

:Cukup jelas

:Cukup jelas

: Cukup jelas

AI{UN 2006

nomi Daerah yang
Asli Daerah yang

ke1ol:r sccara lebil'r

tan pembangunan
ersa untuk tuj uan
mbulran Ekonomi

u jenis Retribusi
dapat memberikan
aerah (PAD) Kota
nan Daerah serta

mbinaan Kepada
asar Perlu diatur
k Retribusi clapat

e tribusi Pelayanan
Kota Pekanbaru

memahami dan memenuhi kewajiban Rctribusi.



asal 7

Ayat (1)s.d (2)

asal 8

Ayat (i)

Ayat (2) s.d (s)

asal 9

l)

Pasal 13

Ayat (1)

Ayat (2)

A1,at (3) s.d ayat (4)

Pasal 14

asal 1O :

Ayat (1) s.d ayat (2) : Cukup jelas

sal 11

Ayat (1) s.d ayat (2)

sal 12

Cukup jelas

: Satuan Luas berupa M2

Satuan Waktu berupa : hari

Yang dimaksud dengan ha
12 jam

: Cukup jelas

Yang dimaksud dengan Te
Sementara (TPS) adalah
sementara berupa kios,los
disediakan oleh Pemerinta
sampai Pembangunar.r
dilaksanakan.

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud denga
diborangkan adalah bahw
Pemungutan Retribusi tida
Kepada pihak ketiga,rramu
ini bukan berarti bahr.r,a Pe

bolel'r bckela sama
ke tiga.Dengan sangat sele
pcmung1-ltan Retribusi,Pe
me ngajak bekerja sama de
terte n tLl karena Propesi
dipercaya untuk iku
sebahagian tu6las pemun
secara e fisien.

Kegiatan pemungutan Re
dapat dikerja samakan d
adalah kegiatan penghi
Retribusi yang teruta
penyetoran Retribusi dat'r pe

Yang dimaksud dengan d
dipersanrakan :rntara lain b
pembayaran Retribusi,ka
langganan/ kartu pembayar

: Cukup jelas

Ayat (1) s.d ayat (3) : Cukup.lclas

ll
kupon,kartu

an br:lan

i adalah maksimal

pat Penampungan
enrpat berdagang
dan lapak yang
I(ota digunakan
pasar selesai

tidak dapat
seluruh Kegiatan

dapat diserahkan
dalam pengertian
erintah Kota tidak
dengan pihak

tif dalam proses
rintah Kota dapat
gan Badan-badan
alisrnenya layak

melaksanakan
n jenis Retribusi

busi yang tidak
ngan pihak kctiga
ungan besarnya
g, pengawasan,
agihan Retribusi

kumen lain yang
rupa: l'anda bukti
('l:i



tasal 
15 : Cukrrp jelas

Flasal I 6

ayat (1) s.d ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4)

['ersal 17

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

P[sal 18

Ayat (1) s.d ayat (7)

Phsal 19

Ayat (1) s.d ayat (3)

sal 20

Ayat (1)

Ayat (2) huruf a

A-vat (2) huruf b

Yang dimaksud dengan
kekuasaanl,a adalah sua
terjacli di luar kehendak

Ayat (5) s.d ayat (6) : Cukup jelas

Retribusi,misalnya karena
ata Lr terkena musibah benc

: A.yat ini me ncerminkan
Flukurn bagi wajib Ile tribu
yar-rg diajukan l-rarus dib
Walikota atau pejabat ya
jangka waktu paling lama 6
Surat Keberatan diterima.

: Cukup jelas

: Ayat ini memberikan suatu
kepada Wajib Retribusi b
waklu tr (enarn) bulan sej
diterima harus sudah ada k

: (l ukurp jelas

: Cr-rkup jelas

: Saat kadaluarsa penagihan
ditetapkan untuk member
kapan utang Retribusi te
ditagih lagi.

: Dalam hal diterbitkan
kaclaluarsa penagihan dihi
penyermpaiat'r surat tegLlran

Yang dimaksud dengan
secara Iangsung adalalr waj
kesadaran menyatakan
utang Retribusi dan be
kepada Walikota.

Yang dirnaksud dengan
secara tidak langsung ada
tidzrk secara nyata nyata I

bal-rwa ia mengakui mempu
Walikota.

keadaan di luar
u keadaan yang
/kekuersaan wajib
ajib Retribusi sakit
a alam.

adanya kepastian
i,bahwa keberatan

I(cputusan olch
g ditunjuk dalam
(enam) bulan sejak

Kepastian Hukum
wa <lalarn jangka

Surat Keberatan
putuszrn.

Retribusi ini perlu
Kepastiar-r hukum
ebut tidak clapat

surat
ung sejak

teguran
tanggal

ersebut.

engakuan hutang
Retribusi dengan

asil-r rnempunyai
m menyelsaikan

engakuan hulat-rg
u,ajib Rctribusi

sung menyatakan
yai utang Kepada



Fasal 2 1

I av.t (1) s.d ayat (2)

[asat zz

I Ayat (1) s.d ayat (2)

Jasal ze

Ayat (1) s.d ayat (4)

frasal 24

Jr"rt zs

I avat (l) s.d ayal (2)

Hasal 26

Cukup jelas

Cr-rkup jelas

: Cukup je las

: Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
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